PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI KH. Wahid Hasyim Na. 8A / J1. Sel Batang Serangan No, 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/ 775 /DIS PM PPTSP/6/XVIL.3/ X 12017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SMA

GUBERNUR BUMATERA UTARA,

] ¢ & bahwa pengelolann dan penyelenggaraan pendidikan pada chusx.ja.lur.
R jen}angpdns Jjenis pend.lgﬂcm dapat diselenggarakan oleh Pernerintah,
Pemerintah Dacrah dun Magyarakat; '
bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetaplkan
dalam Peraturan' Pemerintah - Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan ' Penyelenggarann Pendidikan Wajib Memiliki  Fjin
Pendirian dari Pemerintah; S
c. bahwa untuk-rr_)ela.ksm"lmkan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan

b, periu ditctapkan dengan suani Keputusan.

Mengingar : 1. Undang-Undang Republik Ifidonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
-2 S}!;?'emg Pendldiiﬂh' pNanlanl..- (Lembaran- Negara Republik Indonesia
Tahun' 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
.- Indonesia Nomor 4301); i
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomior 28 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun
2014 ‘Nomor 244, Tambahan Lembayan--Negara Republik Indonesia
Nomor 5587J; = o 2 i
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Wajib | Memilild Izin Pendirian dari
Pemerin'?h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor
23, Tambahan Lembaran Negara chu?lib_ih‘donesia Nomeor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun ‘2015 tentang -perubahan kedua
atas peraturan pemerintah nomor 19 talhun 2005 tentang standar nasional
pendidilcan (Lembaran Negata Republik'Indoncsia Tahun 2015 Nomor 4 5);
S. Peraturan Menteri dan Pendidikan 'dan Kebudayaan Republik
- Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan ‘Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6,

o

S

i Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

’ 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
5 Susunan Organisasi Dinas-Dinas Dacrah Provinsi Sumatera Utara (Berita
1

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);

:‘,- 5 , 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017
& tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
| Penzinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
| - Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

- Memperhatikan : 1. Suray Kepala SMA Swasta Al Maksum Nomor : 389/SMA AM/SP-
; 2/V1/2017 tanggal 5 Juni 2017 Perihal Perpanjangan SIQp yang
diterima pada tanggal 6 Junj 2017; .

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor
42].3/4135/BID.PSMA/V1HIQOJ7 tanggal 04 Agustus 2017 tentang
Rekomendasi Perpanjangan 1zin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN.... /2

o e

Dipindai dengdn' CamScanner



Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN
[ZIN OPERASIONAL UNTUK SMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Untak SMA kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Al Maksum
2. Nama Sekolah . SMA SWASTA AL MAKSUM
3. Alamat : JL Satria Cinta Rakyat Kecamatan Percut

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang
berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporari-tengah tahunan ke Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

4. SuratKeputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara
Sekolah atau Badan Swasta Lain.

Keputusan ini berlaku selama § (lima) tahun dan dapat‘diperpanjang kembali
dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya. 3%(tiga) bulan sebelum
berakhirnya magsa-berlaku-izin ini dan/ _lgltfiu “dapat; dicabut sewaktu-waktu
apabila’ tidak miemenuhi ketentuan butir 1 sampai-dengan 4 pada diktum
KETIGA. i ) "8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian - hari ' terdapat kekeliruan’ didalamnya akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya. =~ |y -

Ditetapkan di: Medan' %
- padatanggal : 25 Sglember 2017

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang;

3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner



